JELANG LEBARAN SELURUH WARGA DESA WUNUT DI KLATEN INI
DAPAT GUYURAN TUNJANGAN HARI RAYA PER KEPALA KELUARGA
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Isi Berita:

RADARSOLO.COM - Pemerintah Desa Wunut, Kecamatan Tulung, Klaten
menyerahkan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada seluruh warganya di balai desa
setempat, Selasa (2/4/2024). Setiap kepala keluarga (KK) di desa tersebut menerima uang
tunai Rp 400 ribu. Ada 744 KK yang menerima THR dengan total besaran Rp
297.600.000.

Ada pun THR yang diberikan kepada warga Desa Wunut itu bersumber dari pendapatan
asli desa (PADes). Besaran PADes tahun ini sekira Rp 3,1 miliar berkat dari pengelolaan
wisata air Umbul Pelem yang dikelola BUMDes Sumber Kamulyan.

“Kami dari pemerintah desa menyalurkan THR kepada 744 KK warga Desa Wunut.
Pemberian THR ini sudah memasuki tahun kedua,” jelas Kepala Desa Wunut, Iwan
Sulistya saat ditemui di sela-sela pemberian THR di balai desa setempat.

Lebih lanjut, Iwan menjelaskan, pemberian THR itu merupakan bantuan sosial dari
pemerintah desa tanpa memandang status ekonominya. Meski begitu, dirinya memastikan
tidak ada kecemburuan dari warga yang kurang mampu. Sekalipun warga yang mampu
juga mendapatkan THR sebesar Rp 400 ribu.

Iwan mengungkapkan, bagi warga yang kurang mampu sebelumnya sudah menerima
bantuan berupa zakat yang diambilkan 2,5 persen dari PADes. Total ada 200 KK yang
menerima bantuan tersebut. Setiap KK menerima Rp 690.000 per KK yang diberikan di
awal tahun.
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“Jadi bagi warga yang kurang mampu sudah menerima Rp 1 juta lebih untuk per KK. Jadi
tidak akan iri kalau ada warga mampu yang menerima THR,” tambah Iwan.

Iwan mengungkapkan, bantuan yang diberikan pada momen ramadan itu bisa membantu
warga dalam memenuhi berbagai kebutuhan untuk menyosong Hari Raya Idul Fitri.
Sekalipun berbagai bantuan sosial dari program pemerintah juga menyentuh warga Desa
Wunut.

Dia mengungkapkan, pendapatan bersih dari pengelolaan Umbul Pelem sekira Rp 5,7
miliar. Sedangkan sekira Rp 3,1 miliar masuk PADes Wunut. Dari total jumlah tersebut,
7 persen dimanfaatkan untuk bidang sosial.

“Kami harapkan kedepannya, desa bisa memberikan bantuan lebih. Bentuknya bisa
investasi, sehingga warga tidak perlu mengeluarkan (modal),” tambah Iwan.

Salah seorang warga Desa Wunut, Kecamatan Tulung, Sri Mulyati, 52, mengaku senang
mendapatkan THR. Terlebih lagi menjadi penerimaan tahun kedua yang dinilainya cukup
bermanfaat jelang Lebaran.

“Alhamdulillah cukup senang dengan mendapatkan THR. Meski saya sudah pensiun
sebagai perangkat desa tetap mendapatkan THR. Rencananya mau dibelikan baju baru
untuk lebaran,” ujar Sri.

Warga Desa Wunut lainnya, Ika Trisnawati, 40, mengaku senang bisa mendapatkan THR.
Terlebih lagi nilainya meningkat dari tahun sebelumnya Rp 300 ribu kini menjadi Rp 400
ribu.

“Ya sehari-harinya mau digunakan untuk kebutuhan lebaran. Saya harapkan program
seperti ini untuk terus dilanjutkan meski nantinya kepada desa sudah berganti,” ujar Ika

yang sehari-hari sebagai ibu rumah tangga. (ren/nik)
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4. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20240403071305-92-1082095/desa-di-
klaten-bagi-bagi-thr-ke-warga-tiap-kk-dapat-rp400-ribu, “Desa di Klaten Bagi-bagi
THR ke Warga, Tiap KK dapat Rp400 Ribu”, tanggal 3 April 2024.

Catatan

e Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
disebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan ~ pemerintahan,  pelaksanaan = pembangunan,  pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

e Berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa disebutkan bahwa Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima
Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi
Dana Alokasi Khusus. Karena besarnya anggaran dana desa yang diterima tiap tahun,
maka alokasi dana desa berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi.

e Secara garis besar dalam pengelolaan keuangan desa, pertanggungjawaban wewenang
berada pada Kepala Desa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 72 ayat (5) Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa:

“dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian
wewenangnya kepada perangkat desa yang ditunjuk”

¢ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah

diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

a. Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya
disebut BUM Desa, adalah Badan Hukum yang didirikan oleh desa dan/atau
bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan
investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan
jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

b. Pasal 87
1) ayat (1) menyatakan bahwa Desa dapat mendirikan BUM Desa.

2) ayat (4) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk
unit usaha berbadan hukum sesuai dengan kebutuhan dan tujuan.
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3) ayat (5) menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai BUM Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur
dengan Peraturan Pemerintah.

e Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa

a. ayat (1) menyatakan bahwa BUM Desa didirikan oleh 1 (satu) Desa berdasarkan
Musyawarah Desa dan Pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

b. ayat (2) menyatakan bahwa BUM Desa bersama didirikan 2 (dua) Desa atau lebih
berdasarkan Musyawarah Antar Desa dan Pendiriannya ditetapkan dengan
Peraturan Bersama Kepala Desa.

c. ayat (5) menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai BUM Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

e Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) merupakan rencana keuangan
tahunan pemerintahan Desa. Secara yuridis APBDES merupakan produk hukum desa
berupa Peraturan Desa, dimana merupakan produk kesepakatan antara Badan
Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa dalam musyawarah desa. Secara
substansi APBDES  merupakan  produk  perencanaan yang  disusun
berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan merupakan penjabaran
dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES). Peraturan desa
tentang APBDES tersebut ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun
anggaran sebelumnya.'

e Dari aspek struktur atau komponen, APBDES terdiri dari pendapatan, belanja dan
pembiayaan. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun
anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa. Pendapatan
yang terdiri dari Pendapatan Asli Desa, Hasil Transfer dan Pendapatan Lainnya:?

a. Pendapatan asli Desa : Pendapatan asli Desa adalah penerimaan Desa yang
diperoleh atas usaha sendiri sebagai pelaksanaan kewenangan Desa, baik dalam
bentuk hasil usaha Desa, hasil aset, swadaya partisipasi dan gotong royong, dan
pendapatan asli desa lain. Pendapatan Asli Desa dapat diperoleh dari :

1) Hasil usaha : Hasil usaha adalah seluruh hasil usaha milik Desa yang dikelola
secara terpisah berdasarkan Peraturan Desa berpedoman pada Peraturan Daerah
Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan
Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Salah satu hasil usaha yang menimbulkan
penerimaan bagi pendapatan Desa dari hasil usaha Desa, antara lain hasil BUM

Desa.

1 https://gerokgak.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/58-pendapatan-dan-belanja-desa
2 Ibid
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2) Hasil aset : Hasil aset adalah seluruh hasil dari barang milik Desa yang berasal
dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau
perolehan hak lainnya yang sah. Seperti; tanah kas Desa, pasar desa, pasar
hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan yang dikelola oleh
Desa, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik Desa,
pemandian umum, wisata Desa dan lain-lain kekayaan asli Desa sesuai dengan
Peraturan Desa tentang Pengelolaan Aset Desa yang berpedoman pada Peraturan
Bupati Buleleng Nomor 80 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa.

3) Swadaya, partisipasi dan gotong royong : Swadaya, partisipasi dan gotong
royong masyarakat adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat
Desa. Penganggaran penerimaan swadaya, partipasi dan gotong royong harus
dihitung secara cermat dan riil dalam bentuk uang yang masuk ke rekening kas
Desa untuk mendukung pelaksanaan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh
Pemerintah Desa.

4) Pendapatan asli Desa lain : Pendapatan asli Desa lain adalah penerimaan Desa
yang diperoleh antara lain dari hasil pungutan Desa sesuai dengan kewenangan
Desa yang ditetapkan dan diatur dalamPeraturan Desa. Pemerintah Desa
dilarang melakukan pungutan Desa di luar yang ditetapkan dan diatur dalam
Peraturan Desa dan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang pungutan
Desa wajib mendapat evaluasi dari Bupati.

b. Transfer :

1) Dana Desa : Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa ditransfer melalui Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.Dana Desa dianggarkan sesuai
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana
Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten
Buleleng Tahun Anggaran 2020. Apabila Peraturan Bupati tersebut belum
ditetapkan, penganggaran pendapatan dari Dana Desa didasarkan pada tahun
sebelumnya atau informasi atas alokasi sementara Dana Desa yang akan diterima
masing-masing Desa di Kabupaten Buleleng.

2) Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah : Bagian dari hasil pajak
paerah dan retribusi daecrah merupakan salah satu sumber pendapatan Desa yang

berasal dari bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten. Bagian
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dari Hasil pajak daerah dan retribusi daerah dianggarkan sesuaiPeraturan Bupati
tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa, Alokasi Dana
Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Buleleng Tahun
Anggaran 2020. Apabila Peraturan Bupati tersebut belum ditetapkan,
penganggaran pendapatan dari bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah
kabupaten didasarkan pada tahun sebelumnya atau informasi atas alokasi
sementara bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten yang akan
diterima masing-masing Desa di Kabupaten Buleleng.

2) Alokasi Dana Desa (ADD) : Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD,
adalah bagian dari dana perimbangan/dana alokasi umum yang diterima
kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah
dikurangi dana alokasi khusus yang selanjutkan dialokasikan ke Desa. ADD
dianggarkan sesuaiPeraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan
Penetapan Rincian Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan
Retribusi Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2020. Apabila Peraturan
Bupati tersebut belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari ADD
didasarkan pada tahun sebelumnya atau informasi atas alokasi sementara ADD
yang akan diterima masing-masing Desa di Kabupaten Buleleng.

3) Bantuan keuangan dari APBD Provinsi : Adalah bantuan keuangan dari
pemerintah Provinsi Bali kepada Desa yang merupakan upaya untuk mendukung
Pemerintah Desa 9 dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat Desa. Bantuan Keuangan dapat bersifat khusus dan
bersifat umum. Bantuan keuangan dianggarkan apabila sudah ada dasar hukum
atau ketetapan yang sahyang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Bali atau
berdasarkan informasi yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Bali.

4) Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten : Adalah bantuan keuangan dari
pemerintah Kabupaten Buleleng kepada Desa yang merupakan upaya untuk
mendukung Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat Desa. Bantuan keuangan dapat bersifat khusus dan
bersifat umum. Bantuan keuangan dianggarkan apabila sudah ada dasar hukum
atau ketetapan yang sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng
atau berdasarkan informasi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten
Buleleng. Bantuan keuangan bersifat khusus dikelola dalam APB Desa, tetapi
tidak masuk dalam perhitungan belanja penggunaan paling sedikit 70% (tujuh
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puluh per seratus) untuk belanja pembangunan dan paling banyak 30% (tiga
puluh per seratus) untuk belanja operasional.

c. Pendapatan lain : Pendapatan lain adalah pendapat Desa yang terdiri atas : 1)
Penerimaan dari hasil kerja sama Desa; 2) Penerimaan dari bantuan perusahaan
yang berlokasi di Desa; 3) Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ke
tiga; 4) Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang
mengakibatkan penerimaan di Kas Desa pada tahun anggaran berjalan; 5) Bunga
bank; 6) Hadiah lomba yang diikuti oleh Pemerintah Desa; dan 10 7) Pendapatan

lain Desa yang sahpendapatan asli desa, transfer dan pendapatan lainnya.

Catatan Akhir :

1. BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa merupakan salah satu jenis badan usaha milik pemerintah
selain BUMN dan BUMD. Seperti yang kita ketahui, pemerintah pusat ataupun daerah memiliki
beberapa badan usaha yang berfungsi memberikan Pendapatan Asli Daerah atau PAD kepada negara
dengan cara mengelola potensi yang tersedia.

(BUMDes; Pengertian, Dasar Hukum, Ciri, Fungsi, Tujuan Beserta Jenisnya (jojonomic.com)

2. Menurut pengertiannya, BUMDes merupakan usaha desa yang dikelola oleh pemerintah setempat dan
memiliki badan hukum. Bisa dikatakan, BUMDes adalah suatu badan usaha yang seluruh atau
sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang asalnya dari
kekayaan desa itu sendiri. (BUMDes; Pengertian, Dasar Hukum, Ciri, Fungsi, Tujuan Beserta
Jenisnya (jojonomic.com))

3. BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola
usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan,
dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
(BUMDes adalah Badan Usaha Milik Desa, Apa Fungsinya? (kompas.com))

4. PP 11 Tahun 2021 menyebutkan secara rinci mengenai fungsi pembentukan BUMDes. Dijelaskan,
BUM Desa/BUM Desa bersama bertujuan: melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan
usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa; melakukan
kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan
umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa; memperoleh keuntungan atau laba
bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas
sumber daya ekonomi masyarakat Desa; pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas
Aset Desa; dan mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa. Dalam regulasi ini dijelaskan
bahwa Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa
adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur
dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(BUMDes adalah Badan Usaha Milik Desa, Apa Fungsinya? Halaman all - Kompas.com)

Disclaimer :
Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana
informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat

suatu instansi
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